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[ SALINAN

UBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAFPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketetnutan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerinltah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran
2023,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Nepgara Republik  Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana tclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang lembentukan Provinsi lrian  Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2000 Numor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nemer 135,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesis
Nomor 4151} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tenilang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Olonomi Khusus Bag Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Numor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) schagaimana
telah divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmornisasi
Peraturan Perpajukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &736);
Undang-Undang WNomor 12 Tahun 2011 tentany
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor

9333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan  Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Duacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Numor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor  33)
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tuhun 2021 icntang Perubahan Atas
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Peraturan FPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraluran Mentenn Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lenlang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
schbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas DPeraturan Menlern Dalam  Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 347);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
lenalng Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menter: Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019
tenatng  Klasiikasi, Kodefiaksi, Dan Nomcenklatur
Perencanaan Pemabnguan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repoublik Indonesia ‘Tahun 2019 Nomor
1447):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T'ahun 2020
tentang Pedoman Tekniz Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 17#1);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Baral Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah  Pruvinsi Papua
Barat Tahun 2016 Nomor ¥, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Papua Baral Nomor 91);
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MEMUTUSKEAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA

SATUAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN
2023,

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2,
S

Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

Pemenniah Daerah adalah Pemenintah Dacrah Provinsi Papua Barat.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi sclaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Dokumen Pelaksuanaan Angparun Saluan Kerja Perangkat Daerah yang
sclanjutnya disingkat DPA SKPDD adalah dokumen wang memuat
pendapatan dan belanja SBKPD atau dokumen yang memuat pendapalan,
belanja dan pombiayvaan SKPD yang melaksanakan [ungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunaksn scbhagal dasar pelaksanaan Anggaran
oleh Pengguna Barang.

Standar satuan harga barang/jasa adalah standar harga barang/jasa
yang digunakan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.
Harga pasar adalaly harga vang berlaku di pasaran, sudah termasuk

pajak.

Paszal 2

Maksud ditetapksnnya Peraturan Gubernur ini untuk  mewujuadkan

perencansaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yvang efelctif, efisien,

transparan, adil, dapat dipertanggungiawabkan melalu standansasi satuan

harga barang/jasa.
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Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

.

menjadi  salah satu  dasar dalam penyusunan  perencanaan dan
penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;

menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu keglatan
sesual dengan tugas dan fungsinya;

meminimalisasi terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan
inefisiensi anggaran; dan

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Standar satuan harga
barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah
[Provinsi Papua Barat.

BABII

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN UNTUK PENGADAAN BARANG /.JASA

Y
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Pasal 4
Slandar satuan harga barang/jasa terdiri dari pembelian atas suatu
barang/jasa yang dibutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
Standar samian harga barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja
Daerah dengan ketentuan schagai berikut:
4. ldak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Harga
Perkiraan Sendini; dan
b. untik harga barang yvang tidak dapat direncanakan serta barang hasil
tempahan, dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran
belanja Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
dan dilaksanakan dengan mempedomani harga pasar dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Standar satuan harga barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayval (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ing.

Pasal 5
SKPD dalam melaksanakan kegintannya berpedoman pada DPA SKPD.
Pembelian untuk keglatan vang ditetapkan dalam DPA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dengan batas paling tinggi

schagaimana diatur dalam Peraiuran Gubernur ind.
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Pasal 6
Apabila terdapat jenis barang vang lidak tercantum dalam lampiran
Peraturan Gubernur ini, spesifikasi barang vang tidak sesuai dengan
perencanaan disebabkan karena hargs pasar barang vang akan diadakan
lebih tinggi dari DPA SKPD, spesilikasi barang tidak diperoleh di pasar
atan spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD tidak
sesllal dengan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan
pemutakhiran berdasarkan:
a. usulan SKPD:
b. perubahan kebijakan; dan/atau
¢. perubahan peraturan pernindang-undangan.
Pemutakhiran schagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan lampiran Peraturan
Gubernur ini.
Pemutakhiran terhadap lampiran Peraturan Gubernur ind ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Dindangkan di Manokwari
pada tanggal &6 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS]I PAPUA BARAT

CAP/TTD
DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINS] PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 36.

ar, 5.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196008181992031022

Dr. Roberth



